
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23
TAHUN 2O2O TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN
DAMPAK CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID_19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BELANJA MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan
Coronauirus Disease-|9 (Covid- 19) di Daerah Provinsi
Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 23 Tahun 2O2O jo. Nomor 44 Tal:.un 2O2O
tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan
Penanganan Dampak Coronauirus Disease-79. (Covid-19),
serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Melalui
Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat;

b. bahwa terdapat penyesuaian program untuk penanganan
dan penanggulangan Covid-19, sehingga perlu dilalukan
perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2O2O tentaog
Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan,
Pertanggunglawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan
Penanganan Dampak Coronauirus Disease 2019 (Covid-
19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja
melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47441 dar, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tarnbah,an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,'fambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5679);
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9 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 199 I tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Pe raturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraal Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828t.;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
48291;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Nomor l7 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Darurat Bencana pada Kondisi Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
34);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 I
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Vints Disea.se
2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
irlorno. 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 47);
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Memperhatikan

Menetapkan

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (t embaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
20 18 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 20 1 1 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 224\;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
232);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14,
Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
2421;

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443lKep. 176-
Dinkes l2O2O tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Coronauirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445lKep.29O-
Huk}raml2O2O tentang Perpanjangan Status Tanggap
Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronauirus Disease
2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-
Hlukh,arn 12020 tentang Komite Kebijakan Penanganan
Coronauints Disease-79 (Covid- 19) dan Pemulihan
Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23
TAHUN 2O2O TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK
CORONAWRUS DISEASE 2OI9 (COVID-1g), SERTA
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA MELALUI
BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.
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Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana
Antisipasi dan Penanganan Dampak Coronauirus Disease 2019
(Covid- 19), serta Pen5rusunan Rencana Kebutuhan Belanja
melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23
Tahun 2O2O tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan
Penanganan Dampak Coronauints Disease 2O19 (Covid-191,
serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja melalui Belanja
Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 44), diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

. Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Oktrber 2O2O

fr"
$ cunenuuRJAwABARAT, l/

OCHAMAD RIDWAN KAMILlr,

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Q<tobcr 202O

\' sexnorenrs DAERAH PRovTNSL-
\ JAwA BARAT, llY t

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 76
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